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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan 

sebagai alat untuk menjaga ketertiban di masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

mencegah, menanggulangi, dan membatasi. Hukum merupakan suatu aturan 

yang hidup dimasyarakat yang oleh masyarakat harus dipatuhi dan 

dijalankan.
1
 Dimana masyarakat diharuskan untuk bertindak berdasarkan 

hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum 

dan nantinya timbul kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan dan 

dambaan dari adanya hukum itu sendiri. 

Mengenai macam-macam hukum terbagi menjadi berbagai macam 

golongan, diantaranya Hukum dilihat dari isinya, yaitu dengan dibedakan 

menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum 

yang mengatur kepentingan umum, hubungan antara negara dengan 

perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur 

hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yang menitik 

beratkan kepada kepentingan perseorangan.
2
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Salah satu bentuk hukum publik adalah hukum pidana yang dibagi 

menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum 

pidana materiil di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum di 

Indonesia yang mengambil dari Wetboek van Sraftrecht (Wvs) dari Belanda atas 

asas konkordansi yang mulai berlaku secara resmi menjadi undang-undang 

dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP 

sendiri merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, selain itu 

peraturan hukum pidana juga tersebar diluar KUHP salah satunya yaitu 

Undang-undang Perlindungan Anak. 

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang 

memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai 

pengaruh sistem yang ada.
3
 Di negara Indonesia sudah cukup memahami apa 

pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia tuhan 

yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia 

seutuhanya. 

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan 

memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan 

yang ada. Oleh karna itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka 
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menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara 

utuh, serasi, dan seimbang.
4
 

Dalam islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi ke dua 

orang tuanya, Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran : 

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Qs. At-

Tahrim : 6)
5
 

Pengaruh keluarga dan lingkungan di luar keluarga merupakan hal 

yang penting bagi perkembangan social anak. Berdasarkan hasil penelitian 

yang di lakukan oleh para ahli ternyata (a) hubungan antar manusia dalam 

keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan social seorang anak, 

khususnya hubungan antara ibu dan ayah, hubungan anak dengan kakak dan 

adiknya, hubungan anak dengan orang tuanya. Di samping itu, (b) posisi anak 

                                                           
4
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dalam urutan anak-anak dalam keluarga dan jumlah anggota keluarga juga 

berpengaruh terhadap perkembangan social anak.
6
 

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses 

pengasuhan anak. Meskipun bukan satu-satunya faktor, keluarga merupakan 

unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan 

kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang 

baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup 

kuat untuk menjadi manusia dewasa. Pada intinya lembaga keluarga ayah dan 

ibulah yang dapatdikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan 

kehidupan anak khususnya pada usia dini. Keduanya adalah pengasuh utama 

dan pertama bagi sang anak dalam lingkungan keluarga, baik karena alasan 

biologis maupun psikologis. 

Di dalam agama islam pun juga dianjurkan untuk menyiapkan 

generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak yang baik. Semua itu adalah 

tugas utama dari suami dan istri. al-Qur'an memerintahkan agar suami dan 

istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan 

hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT. 
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Artinya:  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab 

itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah 

mereka mengucapkanperkataanyangbenar (An-Nisa': 9)
7
 

Ayat-ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab  

orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu :
8
 

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom 

2. Fungsi orang tua sebagai pendidik 

Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, anak bukanlah lagi 

penerus yang baik,akibat daripada pemanfaatan oknum tertentu terhadap 

anak yang kurang memahami kehidupan dunia si anak yang yang 

berdasarkan kehidupan yang keras sehingga menganggu kejiwaan atau 

psikologibagi anak. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih 

sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta 

diasuh ataupun di didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak 

pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana/perbuatan buruk 

terhadap anak.Anak-anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri 

tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan. Orang tua di 

                                                           
7
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dalam keluarga, turut memberikan kontribusi terhadap masa depan anak-

anaknya,apakah mereka akan jadi orang baik atau jahat.
9
 

Dalam realita di masyarakat hal seperti itu kita dapat menemukan, 

yaitu orang tua bekerja, akan tetapi uang yang di dapat hanya cukup untuk 

kebutuhan makan sehari-hari, ataukah mereka bermalas-malasan/tidak 

bersungguh-sungguh untuk bekerja sehingga uang yang didapat hanya 

sedikit. Dan akhirnya anak yang masih di bawah umur dipekerjakan kepada 

Lembaga/Perorangan untuk menanggung beban keluarga. 

Dan ada juga tentang pemanfaatan anak yaitu sebagai pemuas nafsu 

yang di lakukan oleh teman anak sendiri, dimana seorang anak dimanfaatkan 

untuk memberikan kepuasan seksual kepada segelintir orang di tempat terntu 

sehingga menghasilkan keuntungan berupa uang, kurangnya peran orang tua 

dalam mengontrol kegiatan anaknya bisa mengakibatkan hal seperti ini, 

contohnya saja dalam kasus ini seorang anak yang dimanfaatkan oleh orang 

tertentu dengan modus dipekerjakan menjadi pelayan dalam sebuahcofee ( 

Tempat Hiburan ) ternyata diperlakukan lebih seperti di lecehkan,diraba-raba, 

bahkan dicium bibirnya hal seperti ini bukanlah yang seharusnya dilakukan 

oleh seorang anak, anak yang seharusnya memerlukan dasar-dasar dalam 

menentukan kehidupan anak khususnya pada usia dini, tetapi malah bersosial 

terhadap sesuatu lingkungan yang bukan menjadikan anak itu sendiri menjadi 

lebih baik.    

                                                           
9
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Pengeksploitasian terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa 

pengeksploitasian seksual. Alasan mereka menjadi korban orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung 

belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. 

Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama 

dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan 

mengenai masalah anak ini tidak akan pernah berhenti karena disamping 

merupakan masalah universal juga karena di dunia ini akan selalu dihiasi oleh 

anak-anak. 

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi 

sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain 

yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 

bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 

Kepada anak dinyatakan secara jelas dalam UUD 1945 yaitu Pasal 34 

ayat (1) bahwa: "Anak terlantar dipelihara oleh negara",
10

 yang berarti bahwa 

tidak boleh ada anak yang ditelantarkan, tidak mendapat bimbingan, 

pembinaan, pengembangan dan perlindungan atau dengan kata lain, setiap 
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 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Sekretariat Jendral 

MPR RI 2013 



8 
 

anak Indonesia berhak atas kehidupan sebagai anak, berhak mendapat 

bimbingan dalam pertumbuhannya, berhak atas perlindungan terhadap segala 

macam ancaman, hambatan atau gangguan. 

Dan perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur 

dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak dan 

Undang- undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang-undang 

Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa 

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yangbertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan: 

a. diskriminasi; 

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c. penelantaran; 

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e. ketidakadilan; dan 

f. perlakuan salah lainnya 

Di Indonesia, jaminan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai 

peraturan perundangan. Anak harus dilindungi dari segala bentuk 

ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Ia tidak boleh dijadikan subyek 

perdagangan anak, tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh 

dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikankesehatan atau 

pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan 

akhlaknya, tetapi kenyataan yang terjadi justru masih banyaknya hak-hak 
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anak yang diabaikan seperti banyaknya pekerja-pekerja dari kalangan anak-

anak. 

Pekerja anak adalah istilah yang digunakan untuk mempekerjakan 

anak-anak. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian 

anak atas tenaga mereka dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi 

perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatannya dan prospek 

masa depan. 

Untuk faktor pendorong meliputi, kondisi ekonomi khususnya 

pedesaan yang terjadi penggerusan di sektor pertanian, urbanisasi dan 

tumbuhnya industri di perkotaan, disintegrasi keluarga, pertumbuhan jumlah 

anak gelandangan, tidak ada kesempatan pendidikan dan meninggalnya 

pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk keperdagangan seks. 

Sedangkan faktor penarik, meliputi jaringan kriminal yang mengorganisasi 

industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup sehingga 

terlibat perdagangan seks anak, permintaan dari wisatawan seks dan fedofil, 

ketakutan terhadap AIDS sehingga membuat pelanggan menginginkan 

pelacur yang lebih muda dan permintaan pekerja migran.
11

 

Kejahatan seperti ini mungkin tidak asing bagi kita semua di kalangan 

masyarakat Indonesia. Kejahatan tindak pidana mempekerjakan anak dibawah 

umur ini ada berbagai banyak macam yang terdapat dalam kitab Undang-

undang hukum pidana atau KUHP. Seperti kita ketahui salah satu kejahatan 

tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur antara lain yang akan 
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2016 



10 
 

dibahas dalam skripsi ini adalah analisis hukum terhadap tindak pidana 

mempekerjakan anak dibawah umur yang korbanya adalah anak di bawah 

umur.  Sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya Indonesia ini, yaitu 

mengenai pelanggaran/kejadian-kejadian mempekerjakan anak dibawah 

umur, salah satunya adalah kejadian yang ada di Tulungagung dengan adanya 

putusan Nomer : 294/Pid/Sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung. 

Putusan di Pengadilan Tulungagung terdapat suatu kasus yaitu 

mengenai mempekerjakan anak dibawah umur, dimana terdakwa atas nama 

SUMINI BINTI MARNI pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira jam : 

22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat 

di Warkop BIL COIND RINA? Dsn.Pasir Ds.Junjung Kec. Sumbergempol 

Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk 

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja 

mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan ? pekerjaan yang 

terburuk , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : 

Bahwa saksi korban SAFITRI BINTI BOIMAN ( 17 tahun / 4 -10- 1997 ) 

kerja ditempat Warkop BIL COIND RINA milik terdakwa sejak Januari 2015 

sedang saksi korban NOVIA VIDIANTI ( 15 Tahun / 16 September 2000 ) 

bekerja sejak tanggal 6 Juni 2015 , lalu terdakwa langsung menerima para 

korban dengan alasan korban bisa menyanyi dan berpenampilan baik , dan 

sejak itu langsung korban bekerja di Karaoke milik terdakwa dengan gaji Rp 

800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah) sebagai pemandu lagu dan dapat bonus 

per lagu Rp 1000,- (seribu rupiah ) , korban juga bekerja menemani 
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pengunjung Karaoke dan dalam menemani pengunjung minum-minuman 

keras / beralkohol , terdakwa memperkerjakan para korban sekira mulai jam : 

10.00 Wib s/d jam 17.00 Wib lalu istirahat , dan mulai kerja lagi jam : 19.00 

wib s/d jam 23.30 Wib sehingga dalam satu hari terdakwa mempekerjakan 

korban selama 11 jam , terdakwa memperkerjakan para korban untuk 

menemani pengunjung minum-minuman keras / beralkohol merupakan 

pekerjaan terburuk berdampak merusak mental korban mempengaruhi 

perkembangan masa depan korban , dan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 

sekira jam : 22.30 Wib ada petugas Polres Tulungagung merazia Warkop 

Warkop BIL COIND RINA dan ditemukan terdakwa sebagai pemiliknya 

Warkop Warkop BIL COIND RINA telah memperkerjakan korban SAFITRI 

BINTI BOIMAN ( 17 tahun / 4 -10- 1997 ) , korban NOVIA VIDIANTI ( 15 

Tahun / 16 September 2000 ) yang masih anak anak atau dibawah umur, lalu 

terdakwa dibawa ke Polres Tulunggaung untuk mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 183 

(1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

ATAU 

Kedua 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 185 

(1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan tersebut dengan judul "Studi Analisis terhadap Tindak 
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Pidana Mempekerjakan Anak dibawah umur prespektif hokum positif 

dan hukum islam (Studi Putusan nomor : 294/Pid.Sus/2015/Pengadilan 

Negri Tulungagung)". 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 

mempekerjakan anak di bawah umur dalam kasusputusan No. 

294/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam kasus 

putusan No. 294/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung ? 

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana 

mempekerjakan anak di bawah umur dalam kasus putusan No. 

294/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negri Tulungagung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hokum pidana materiil 

terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur 

(putusan No. 294/Pid.Sus/2015/PN.Tulungagung) 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negri 

Tulungagung dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
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mempekerjakan anak dibawah umur (putusan No. 

294/Pid.Sus/2015/PN.Tulungagung). 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam mengatur 

terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur 

(putusan No. 294/Pid.Sus/2015/PN.Tulungagung) 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan 

pengetahuan hukum dalam bidang hukum positif dan hokum islam 

terutama dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana mempekerjakan 

anak di bawah umur dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap putusan perkara Nomor 

294/Pid.Sus/2015/PN.Tlg 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitiaan ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pembaca 

untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan pengetahuan baru 

tentang hukum pidana dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya. 

3. Kegunaan Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan agar para orang tua dan masyarakat 

mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak anak-anak sebagai mana 

mestinya dan tidak menyalah gunakan hak tersebut 
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E. Definisi Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalah pahaman 

dalam memahami judul penelitian ini, maka kami memberikan definisi Istilah 

sebagai berikut : 

1. Analisis Hukum Islam : Penyelidikan suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-

sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb
12

. 

Sehingga menghasilkan istinbat hukum 

melalui ushul fiqh yang didasarkan pada al-

Qur'an dan al-hadis. 

2. Mempekerjakan : Tindakan atau perbuatan memperalat, 

memanfaatkan, atau memeras (jasa atau 

kemampuan) seseorang yang belum dewasa, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan 

untuk memperoleh keuntungan (nilai 

ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, dan golongan.
13

 

3. Di bawah umur : Anak yang belum haid bagi perempuan dan 

belum mengeluarkan sperma bagi laki-

laki/belum berusia 15 tahun. Anak yang belum 

berusia 16 tahun.
 
 Anak yang belum berusia 21 
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 Undang-Undang Perlindungan Anak, hal. 89-90 
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tahun. Anak yang Belum berusia 18 tahun atau 

belum melangsungkan perkawinan. Anak yang 

belum berusia 18 tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.
 

 Disini penulis 

memakai anak yang belum berusia 15 tahun 

sebagai anak yang masih di bawah umur 

 karena sesuai dengan hukum Islam dan 

ditunjang dengan KUHPidana. 

4. Putusan : Menurut Muhammad Nasir: Putusan adalah 

suatu pernyataan (statement) yang di buat oleh 

hakim sebagai pejabat Negara yang di beri 

wewenang untuk itu dan di ucapkan  di muka 

siding dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara antara para pihak 

yang bersengketa.
14

 

5. Pengadian Negri  :  Berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No. 2 

Tahun 1986 tentang peradilan umum 

menyatakan bahwa Pengadilan Negri bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, 

menyelesaikan perkara pidana dan perkara 

perdata di tingkat pertama.
15

 

                                                           
14 Muhammad Nasir,  hokum acara perdata, (Jakarta: Djambatan, 2003),  hal. 187 

15 Guntur Purwanto Joko lelono, Peranan Pengadilan Negri dalam mengatasi kemacetan 

RUPS, (Yogyakarta: Guntur, 2004), hal. 48 
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F. Penelitian Terdahulu  

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak 

adanya pengulangan dalam penelitian, maka  sebelumnya  dilakukanlah sebuah pra-

penelitian terhadap objek penelitiannya, dalam hal anlisis terhadap ketentuan hokum 

dalam kasus mempekerjakan anak di bawah umur . Dalam hal ini peneliti tidak 

menemukan judul yang sama dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti. Namun 

ada judul yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti, diantaranya 

adalah : 

1. Skripsi berjudul “ Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak ( Studi 

Terhadap Putusan Perkara Nomor: 42 /Pid.Sus/ 2011/Pn.Pwt )” yang 

ditulis oleh Ria Liana. Dalam sekripsi tersebut penulis mengkaji tentang 

bagaimana penerapan hokum terhadap unsur-unsur tindak pidana 

eksploitasi seksual anak dan apakah pertimbangan hakim sudah sesuai 

dengan pasal 88 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak. Dalam skripsi ini penulis mengkaji terhadap hasil putusan 

Pengadilan Negri  Purwokerto dengan menggunakan dua metode 

Kualitatif. 

2. Skripsi berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi 

Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 411/Pid.Sus/2012/Pn.Plp)” 

yang ditulis oleh A.Abriani S.A. Dalam sekripsi tersebut penulis 

mengkaji tentang bagaimana penerapan hokum terhadap eksploitasi 

seksual anak dan apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan pasal 

88 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam 
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skripsi ini penulis mengkaji terhadap hasil putusan Pengadilan Negri  

Palopo dengan menggunakan dua metode yaitu library research dan 

penelitian lapangan. 

3. Skripsi berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh Di Kota Makassar (Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)” yang ditulis oleh 

Mahardika Kusuma Dewi. Dalam sekripsi tersebut penulis menjelaskan 

tentang akan dampak anak yang di pekerjakan sebagai pekerja buruh dan 

apakah Undang-Undang tentang ketenagakerjaan sudah sesuai mengatur 

hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini penulis  

memperoleh data dari hasil penagamatan langsung pada anak-anak 

sebagai buruh di kota makasar yaitu dengan menggunakan metode 

Kualitatif. 

Dari uraian skripsi diatas dapat diketahui bahwa banyak para mahasiswa-mahasiswa 

yang membahas mengenai kajian hokum terhadap tindak pidana pada anak, akan 

tetapi penyusun mempunyai bahan kajian baru yang perlu di kaji lebih dalam lagi 

dan bukan pengulangan kembali dari penelitian yang sebelumnya, yang mana 

penyusun akan membahas tentang kajian putusan dari kasus masalah tindak pidana 

mempekerjakan anak dbawah umur dan akan di analisis menggunakan hokum 

positif maupun hokum islam. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini terangkai dalam beberapa bab, masing-masing 

bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait secara sistematis. 

BAB I :  Pendahuluan, memuat uraian tentang : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kajian penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II :  Memuat tentang  tinjauan umum anak dalam bekerja, yang 

meliputi pengertian anak, hak-hak anak (mempekerjakan anak 

menurut undang-undang :Undang-Undang ketenaga kerjaan dan 

Undang-Undang perlindungan anak), perkembangan dan 

pertumbuhan anak (kewajiban orang tua terhadap anak),  dan 

pekerja anak baik menurut hokum positif maupun hokum islam. 

BAB III  :  Memuat tentang pembahasan Metode Penelitian, 

menjelaskan tentang cara maupun langkah-langkah yang 

digunakan penulis dalam mengumpulkan data hingga 

penyajian data dalam penulisan skripsi ini. 

BAB IV :  Memuat tentang pembahasan di tujukan pada hasil penelitian dan 

analisis data. Dalam bab ini akan memuat diskripsi kasus, 

dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penutut umum, 

dasar hokum dalam mengadili, dan pertimbangan hakim dan 

analisis putusan nomor. 294/Pid.Sus/2015/PN.Tulungagung dari 
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aspek hokum formal, aspek hokum material, aspek hokum islam, 

dan aspek penalaran hokum. 

BAB V : Memuat bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan 

dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis akan menguraikan 

kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan yang ada. 

 

 


